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A B S T R A K  

Sejarah Artikel:  
Subjek penelitian ini menyangkut kerangka peraturan dan legitimasi dalam manajemen 

rantai pasokan dan saluran distribusi di sektor pertanian di Indonesia. Survei kuesioner 

dilakukan dengan dimensi dan kriteria regulasi yang memungkinkan peneliti memperoleh 

informasi tentang kerangka regulasi dan legitimasi dalam rantai pasok perusahaan sektor 

pertanian di Indonesia. Model teoritis SCM berkelanjutan dirancang untuk melakukan studi 

empiris ini. Data yang terkumpul diperiksa melalui pendekatan analisis isi. Temuan ini 

mengungkapkan tidak adanya kerangka peraturan dan validitas dan penulisan dalam 

organisasi sampel. Temuan ini diharapkan dapat membantu manajer rantai pasokan dan 

pemangku kepentingan di berbagai sektor industri di Indonesia untuk merancang kerangka 

peraturan dan hukum untuk manajemen rantai pasokan dan jaringan distribusi yang akan 

membantu bisnis Indonesia beroperasi dengan lancar. 
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A B S T R A C T  
 

A R T I C L E  I N F O   

The subject of this paper concerns the regulatory and legitimacy framework in supply chain 

management and distribution channels in the agricultural sector in Indonesia. The questionnaire 

survey was conducted with regulatory dimensions and criteria that allowed researchers to obtain 

information about the regulatory and legitimacy framework in supply chain companies of the 

agricultural sector in Indonesia. The theoretical continuous SCM model is designed to conduct these 

empirical studies. The collected data is examined through a content analysis approach. These findings 

reveal the absence of a regulatory and legitimacy framework and writing in the sample organizations. 

These findings are expected to help supply chain managers and stakeholders in various industrial 

sectors in Indonesia design regulatory and legitimacy frameworks for supply chain management and 

distribution networks to help Indonesian businesses operate smoothly. 
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Pendahuluan 

Istilah manajemen rantai pasokan telah digunakan melalui 

banyak definisi literatur sejak Keith Oliver pertama kali 

menciptakan ungkapan tersebut (Rehman Khan & Yu, 2019). Kata 

“penawaran” dalam frasa ini mengacu pada “aliran” sumber daya 

seperti bahan mentah, tenaga kerja, informasi, keterampilan, dan 

kemampuan yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. 

Istilah “rantai” mewakili hubungan atau hubungan antara 

sumber daya ini dan melibatkan masyarakat dan organisasi; 

Istilah "manajemen" mengacu pada "proses" atau "prosedur" 

dalam suatu organisasi yang memfasilitasi keberhasilan orang 

melalui sistem dan prosedur. Oleh karena itu, pemahaman 

manajemen rantai pasokan (SCM) memerlukan perspektif holistik 

yang mencakup orang, prosedur, sumber daya, dan platform 

organisasi (Min et al., 2019). Dengan semakin populernya prinsip-

prinsip SCM dalam lanskap industri saat ini, muncul kebutuhan 

baru untuk menyediakan kerangka hukum dan kontrak untuk 

SCM (Boucherie et al., 2021; Mitra & Sarkar, 2022). Kontrak rantai 

pasokan, baik tentang manusia, sumber daya, atau aliran 

informasi antar vertikal dalam suatu organisasi, memerlukan 

kerangka hukum dan kontrak. 

Kerangka hukum dan kontrak bagi perusahaan dalam rantai 

pasokan memerlukan dokumentasi yang kuat yang mencakup 

persyaratan dan elemen yang relevan dan berlaku untuk semua 

jenis saluran distribusi, agen, dan pengguna (Mitra & Sarkar, 

2022). Kerangka kontrak seperti itu juga berlaku untuk semua 

jenis perjanjian yang berkaitan dengan peraturan impor/ekspor, 

logistik, transportasi dan bea cukai. Kerangka hukum yang 

disepakati antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk 

bertukar arus barang atau jasa, data, atau pengetahuan teknis. 

Seringkali, tanpa adanya pengaturan kontrak dan peraturan 

hukum, satu atau lebih pihak dalam rantai pasokan memiliki 

peluang untuk memaksimalkan keuntungan mereka (Gunay & 

Kaskaloglu, 2022), sehingga mengganggu keseluruhan rantai 

pasokan dan melanggar ketentuan kontrak yang tidak tertulis. 

Oleh karena itu, kebutuhan untuk membuat perjanjian dan 

kontrak hukum yang melibatkan seluruh anggota rantai pasokan 

selalu dirasakan. 

Kerangka hukum dan saluran distribusi di Indonesia sebagian 

besar didasarkan pada hasil acara tahunan yang disebut 

Indonesia Transport, Supply Chain &; Logistics (ITSCL), 

menyatukan semua sektor transportasi, logistik dan segmennya 

dengan menciptakan visi multimoda end-to-end. ITSCL 2018 akan 

dilaksanakan pada pukul 12:00 tanggal 14 September 2018 di 

Jakarta. Agenda acara tahun ini adalah melakukan dialog dengan 

para ahli di industri transportasi dan logistik mengenai sejumlah 

isu, antara lain transportasi (jalan raya, laut, kereta api, udara), 

transportasi barang (sungai, jalan raya, pedesaan, e-commerce, 

dll.), informasi tentang penggunaan sistem. di bidang hukum, 

manajemen rantai pasokan, infrastruktur, real estate dan beberapa 

bidang serupa menggunakan solusi logistik menggunakan 

teknologi dan rantai pasokan (Blanchard, 2021). Acara ini juga 

merupakan peluang bagi seluruh profesional rantai pasokan dan 

manajer kontrak untuk merancang dan mengimprovisasi 

kebijakan dan saluran kepatuhan yang lebih kuat agar menjadi 

bagian dari kerangka peraturan. Tujuan dari acara ini adalah 

untuk menyederhanakan persyaratan kontrak komersial dan 

menyelaraskannya dengan persyaratan rantai pasokan berbagai 

sektor bisnis di Indonesia. Hal ini juga berfungsi sebagai platform 

untuk merancang antarmuka hukum untuk aktivitas kepatuhan 

seperti audit dan aktivitas pengendalian lainnya. Singkatnya, 

Indonesia memerlukan lebih banyak inisiatif serupa untuk 

mengembangkan dan menerapkan kerangka kebijakan untuk 

fungsi rantai pasokan lintas sektor, untuk pengendalian internal 

dan eksternal serta manajemen kontrak yang transparan. 

Meskipun para profesional hukum Indonesia tidak memiliki 

pengalaman dalam transaksi rantai pasokan, mereka tidak 

memiliki keterampilan dalam menyusun kontrak dan 

bernegosiasi. Oleh karena itu, pendekatan mereka adalah 

menghindari perselisihan dan litigasi (Mitra & Sarkar, 2022). Oleh 

karena itu, menjadi tantangan bagi para profesional hukum dan 

ahli SCM di Indonesia untuk merancang dokumentasi yang 

akurat dan jelas untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan. 

Masalah kedua yang dihadapi industri Indonesia di sebagian 

besar sektor adalah kurangnya kerangka hukum dan peraturan 

untuk menangani aktivitas SCM seperti perlindungan data, 

identitas digital, dan rantai pasokan dalam bidang logistik dan 

transportasi (Atstāja & Mukem, 2024). Pelaku usaha yang 

bergerak di berbagai industri juga perlu mengetahui undang-

undang apa saja yang diwajibkan di bidangnya masing-masing. 

Namun, terdapat pengacara dan agen yang berspesialisasi dalam 

hukum komersial yang dapat menyiapkan dokumen kontrak 

untuk memenuhi persyaratan rantai pasokan. Rantai tersebut 

dapat melibatkan perjanjian keagenan, reseller, waralaba, 

pasokan dan transportasi atau segala jenis perjanjian saluran 

distribusi lintas industri di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk 

menguji persyaratan kerangka hukum dan kontrak untuk 

menentukan sejauh mana manajemen rantai pasokan membantu 

sektor-sektor ini memenuhi tantangan modern dalam bidang 

logistik, transportasi, dan arus informasi. 

 

Tinjauan Pustaka 

Prasyarat Kerangka Kontrak Rantai Pasokan 

Rantai pasokan suatu perusahaan dapat menjadi sumber risiko 

dan nilai, yang dapat dimitigasi dengan memaksimalkan 

ketahanan rantai pasokan (Mitra & Sarkar, 2022). Beberapa 

prasyarat untuk kontrak rantai pasokan, terutama jika kontrak 

tersebut dibuat dengan pihak ketiga atau agen eksternal. 

Prasyarat pertama dan terpenting adalah persetujuan persyaratan 

komersial secara tertulis, jika tidak, perselisihan mengenai 

kontrak itu sendiri dapat terjadi. Kedua, perjanjian SCM harus 

dengan jelas menyatakan persyaratan kuantitas untuk penjualan. 

Kontrak yang tidak menentukan kuantitas tidak akan dapat 

dilaksanakan. Ketiga, perjanjian rantai pasok harus mengacu 

pada jangka waktu perjanjian atau waktu yang disepakati dimana 

salah satu pihak mempunyai hak untuk mengakhiri perjanjian, 

meskipun hal ini memberikan fleksibilitas dalam rantai pasok 

tetapi juga menimbulkan ketidakstabilan (Chiaraluce et al., 2024). 

Jika terjadi terminasi dini, kontrak rantai pasokan juga harus 

mencakup klausul negosiasi yang memberikan kemampuan 

untuk bernegosiasi atau alternatif terhadap terminasi. Selain itu, 

kontrak rantai pasokan juga harus mencakup jaminan yang 

berlaku untuk barang dan jasa serta batasan kerusakan dan 

pemulihan yang diperbolehkan. Kriteria keberhasilan kerangka 

hukum logistik rantai pasokan dan implikasi hukumnya dalam 

hukum Uni Eropa (UE) (Anil Varma et al., 2024). Kerangka 

peraturan menentukan operasi rantai pasokan di dua sektor 

utamanya, transportasi dan logistik. Studi ini menegaskan 

kembali perlunya memahami ketentuan hukum undang-undang 

UE yang berkaitan dengan aspek-aspek seperti perlindungan 

data, identitas digital, dan pembayaran online. 
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Kerangka Legislasi dan Regulasi 

Rantai pasokan dalam suatu organisasi dapat mempunyai 

konsekuensi yang luas. Konsekuensi ini tercermin dalam 

kerangka peraturan yang dirancang untuk rantai pasokan 

tertentu dalam suatu organisasi (Chiaraluce et al., 2024; Mitra & 

Sarkar, 2022). Misalnya, banyak organisasi memiliki rantai 

pasokan yang hemat pajak untuk membangun model bisnis bagi 

perusahaan yang beroperasi di berbagai negara. Perusahaan-

perusahaan ini merancang dan menerapkan rantai pasokan 

mereka sedemikian rupa sehingga operasi transnasional mereka 

menghasilkan keuntungan. Perusahaan-perusahaan ini secara 

legal mengoptimalkan rantai pasokan mereka untuk mencapai 

operasi bisnis yang efisien pajak. Sering juga dikatakan bahwa 

terlalu banyak undang-undang dan peraturan mempersulit rantai 

pasokan dalam suatu organisasi, terutama ketika perusahaan 

menggunakan pihak ketiga untuk mengelola rantai pasokannya 

(da Silva et al., 2024). 

Risiko Hukum dalam Rantai Pasokan dan Operasi Pihak Ketiga 

Contoh terbaru pada bulan Februari 2018 dapat dikutip di 

KFC, yang terlibat dalam masalah rantai pasokan dengan mitra 

sumber dan logistik pihak ketiga, DHL (Raji Jimoh et al., 2023). 

Hampir dua pertiga toko KFC di Inggris tutup karena masalah 

rantai pasokan dengan mitra logistik baru DHL. Toko KFC 

kehabisan ayam segar karena DHL kesulitan memasoknya. 

Contoh ini menunjukkan bahwa kegagalan rantai pasokan dapat 

menimbulkan risiko dan kerugian finansial yang sebagian 

disebabkan oleh aktivitas pihak ketiga. Oleh karena itu, 

diperlukan kerangka hukum dan peraturan berupa kesepakatan 

yang solid untuk menghindari kejadian serupa. Oleh karena itu, 

terdapat risiko hukum dalam semua jenis transaksi dengan pihak 

ketiga. Untuk melindungi dari sanksi finansial dan hukum, 

organisasi harus mengelola dan memitigasi risiko di seluruh 

rantai pasokan mereka. Studi (Chiaraluce et al., 2024; Israhadi, 

2018; Khan et al., 2024; Mitra & Sarkar, 2022) telah 

memperkenalkan berbagai jenis risiko hukum seperti risiko 

kepatuhan, yang berarti kepatuhan terhadap hukum dan 

peraturan negara tempat perusahaan beroperasi, khususnya, 

kepatuhan terhadap undang-undang yang berkaitan dengan 

tindakan tidak etis. perilaku dan tidak menempatkan pekerja 

manusia pada kondisi yang tidak etis dan ilegal; risiko kontrak 

ketika mitra bisnis/logistik pihak ketiga, vendor atau pemasok 

gagal mematuhi persyaratan kontrak dan membuat perusahaan 

mengalami kerugian finansial; atau risiko terkait pelanggaran 

merek dagang/paten dimana pelanggaran terhadap paten, merek 

dagang, atau materi berhak cipta melanggar undang-undang 

kekayaan intelektual yang menyebabkan kerugian pada 

organisasi. Para penulis merekomendasikan pengelolaan risiko-

risiko ini untuk menghindari gangguan bisnis dan rantai pasokan. 

Operasi Berkelanjutan dari Rantai Pasokan 

Contoh keberlanjutan SCM yang buruk dan manajemen rantai 

pasokan yang kurang berkembang dapat dilihat pada keruntuhan 

Carillion (Dong et al., 2021). Sebuah perusahaan dengan 43.000 

staf di seluruh dunia dan 30.000 karyawan dengan kapitalisasi 

pasar hampir £1 miliar di seluruh rantai pasokannya berutang 

kepada subkontraktor sekitar £2 miliar sebelum menyatakan 

bangkrut. Hingga kebangkrutan ini diketahui publik, mereka 

menyatakan di situs web mereka: “Sebagai bagian dari rantai 

pasokan berkelanjutan kami, [dengan memastikan] pemasok 

internasional menghabiskan sekitar £3 miliar di Inggris, mitra 

rantai pasokan kami dapat membantu kami memberikan dampak 

positif yang nyata terhadap keberlanjutan. » Namun, sebaliknya, 

Carillion tidak berkelanjutan jika mengikuti teknologi tradisional 

untuk mengelola rantai pasokannya yang luas. Perusahaan telah 

membuat banyak perusahaan dalam rantai pasokannya bangkrut 

karena surat kredit yang tidak efektif dan tidak dapat dibatalkan 

yang diberikan kepada kontraktor dan subkontraktor, layanan 

yang tidak dibayar, kurangnya asuransi, kurangnya modernisasi, 

kontrol tenaga kerja yang buruk, dan manajemen material dan 

layanan yang buruk di seluruh proyek. 

Dari perspektif Indonesia, sebuah studi perintis telah menarik 

perhatian pada kebijakan dan peraturan SCM sebagai faktor kunci 

keberhasilan dan keberlanjutan operasi rantai pasokan (Gianaroli 

et al., 2024). Para penulis mengutip contoh peraturan pemerintah 

dan peraturan hukum yang mencakup banyak dimensi, termasuk 

kekuatan pasar dan ekspektasi pemangku kepentingan terhadap 

isu-isu seperti pemanasan global dan penipisan sumber daya 

alam yang pesat atas nama pertumbuhan industri. Studi lain 

dalam konteks Indonesia meneliti SCM berkelanjutan pada 

industri batubara, yang merancang metode pengambilan 

keputusan multi-kriteria dengan implikasi kebijakan yang masuk 

akal bagi industri batubara di Indonesia (Adeleye et al., 2023). 

Penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang juga 

berfokus pada perancangan kerangka peraturan untuk 

mengurangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh rantai 

pasokan suatu perusahaan (Ojeyinka & Ibukun, 2024). Studi ini 

menyadari perlunya praktik rantai pasokan yang berkelanjutan 

dan ramah lingkungan yang akan menggabungkan praktik 

manajemen seperti pengolahan limbah, daur ulang, dan 

manufaktur ulang ke dalam rantai produksi. Namun, para ahli 

lainnya masih memperdebatkan dan meragukan keberadaan 

rantai pasokan yang benar-benar berkelanjutan karena kehadiran 

beberapa perusahaan multinasional di Indonesia yang telah 

mendirikan pabriknya. seperti Nike, Bayer, Loreal dan General 

Motors, namun gagal membangun kerangka hukum dan 

peraturan yang berkelanjutan (Alkadash et al., 2024; Attia et al., 

2024; Komalasari Dewi, 2023; Martin et al., 2021; Tanius et al., 

2021; Ti et al., 2023). Terdapat beberapa penelitian lain mengenai 

proses manajemen pasokan berkelanjutan yang menekankan 

desain ramah lingkungan, pengurangan dampak lingkungan, 

pengurangan limbah dan pencegahan polusi sebagai variabel 

rantai pasokan ramah lingkungan di organisasi manufaktur 

Indonesia (Asrol et al., 2024; Barata et al., 2024; Razmjooei et al., 

2023). 

Metode 

Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner 

yang dikirimkan ke berbagai perusahaan manufaktur dan rantai 

pasokan di Indonesia, termasuk industri batu bara dan kayu, 

tambang tembaga, pabrik semen, dan pabrik mobil, yang 

semuanya melaporkan penerapan kerangka SCM. Kedua, semua 

perusahaan di Indonesia harus menerapkan keberlanjutan dalam 

rantai pasokan mereka. Tujuannya adalah untuk menguji 

kerangka hukum dan kontrak serta berbagai saluran distribusi di 

organisasi sampel. Kuesioner dikirimkan melalui email ke 

perusahaan-perusahaan besar yang berpartisipasi dalam rantai 

pasokan batubara di Indonesia. Untuk mengatasi beberapa 

kesulitan dalam mengumpulkan data dan informasi. Berita 

mendalam, para peneliti memiliki akses pribadi ke beberapa 

bisnis di Jakarta. dan lingkungan sekitar untuk interaksi 

langsung. Responden utamanya adalah eksekutif penjualan dan 

distribusi, jasa keuangan, pemasok, dan penasihat hukum yang 

terlibat dalam implementasi rantai pasokan di wilayah organisasi 

masing-masing. Model teoritis koordinasi SCM yang 

berkelanjutan juga dirancang untuk studi empiris ini. 
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Hasil dan Pembahasan 

Demografi mengungkapkan bahwa lebih dari 60% responden 

meneliti secara langsung manajemen pasokan berkelanjutan di 

perusahaan mereka sebagai manajer rantai pasokan atau manajer 

sumber dan pembelian. Sampelnya tidak terbatas pada satu 

perusahaan saja dan respondennya mencakup berbagai sektor, 

termasuk batu bara, semen, kayu, tembaga, dan otomotif. Namun, 

ada satu elemen umum: setiap organisasi sampel memiliki 

manajemen rantai pasokan dalam bentuk sistem penjualan dan 

distribusi, sistem pembangkit listrik, atau sistem informasi 

manajemen. Semua perusahaan tersebut adalah perusahaan 

Indonesia yang telah beroperasi selama lebih dari 10 tahun dan 

mempekerjakan lebih dari 1.000 orang. 

Pada awalnya, orang yang diwawancarai diminta untuk 

menjelaskan kerangka hukum dan kontrak organisasi mereka 

masing-masing. Organisasi-organisasi ini dianggap mengikuti 

pedoman yang sangat mendasar dalam hal prosedur hukum. 

Misalnya, kerangka hukum mereka mempunyai empat isu utama: 

kontrak tertulis; peraturan dan model rantai pasokan diawasi 

secara ketat; Kebijakan rantai pasokan berlaku untuk seluruh 

karyawan; dan konstitusi tidak tertulis yang berkaitan dengan 

kelayakan ekonomi organisasi. 

Setiap kerangka hukum memiliki ketentuan yang berkaitan 

dengan hubungan bisnis dan koordinasi rantai pasokan dengan 

pemasok eksternal, sedangkan pemangku kepentingan internal 

hanya bertanggung jawab atas manajemen teknis rantai pasokan , 

termasuk spesifikasi kualitas dan layanan. , keamanan dan 

ketersediaan sumber daya dan kinerja kerja. Perjanjian atau 

kontrak komersial apa pun dengan pihak eksternal tidak dapat 

dibuat secara langsung oleh pemangku kepentingan internal 

tanpa keterlibatan manajer pembelian yang berwenang. Untuk 

studi ini, siklus rantai pasokan dirancang untuk memahami 

koordinasi antara pemangku kepentingan internal dan eksternal 

dalam kerangka peraturan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap organisasi 

sampel mengelola rantai pasokannya menggunakan beberapa 

jenis produk dan layanan secara detail dalam hal aktivitas 

manusia, logistik, distribusi informasi, dan sumber daya, 

termasuk bahan awal. Namun, infrastruktur fisiknya terbukti 

rumit sehingga memerlukan desain yang kompatibel dengan 

persyaratan rantai pasokan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa 

rantai pasokan relatif tidak stabil dan terfragmentasi. 

Dalam semua sampel organisasi, hubungan rantai pasokan 

untuk masing-masing proyek ditemukan bersifat jangka pendek, 

sering kali mengikuti praktik hukum informal yang hanya 

berfokus pada masing-masing proyek dan bukan pada masing-

masing proyek. proyek. perusahaan. Oleh karena itu, pemangku 

kepentingan mana pun tidak mempunyai pengaruh terhadap 

kerangka hukum atau kontrak. Namun, banyak responden yang 

setuju bahwa diperlukan perubahan perspektif dan diperlukan 

pendekatan yang lebih berfokus pada proses dan prosedur 

dibandingkan produk akhir itu sendiri. Hal ini hanya mungkin 

terjadi jika mereka menjalin hubungan atau kemitraan jangka 

panjang dengan pelanggan dan pemasoknya, khususnya di sektor 

konstruksi. ITSCL telah terbukti menjadi platform yang baik 

untuk menentukan strategi konstruksi pemerintah Indonesia dan 

menentukan kerangka hukum dan pengadaan untuk 

membangun proses SCM. Hal ini juga menyambut baik inisiatif 

dari organisasi swasta dan kontraktor utama untuk merancang 

dan membangun saluran penyampaian SCM yang mampu 

mengintegrasikan semua vertikal organisasi dengan pemangku 

kepentingan internal dan eksternal termasuk kontraktor, 

perancang, pemasok, manajer lokasi, dll. 

Hasilnya adalah sebagai berikut: konsisten dengan 

menekankan praktik pengadaan ramah lingkungan seperti desain 

ramah lingkungan, minimalisasi limbah, dan pencegahan polusi 

merupakan variabel dan menggabungkan praktik ini ke dalam 

kerangka hukum dan kontrak (Asrol et al., 2024; Ti et al., 2023). 

Demikian pula, dua penelitian lain mendukung temuan 

penelitian ini. Pertama, studi Unilever untuk Indonesia 

menekankan pada perancangan sistem pengelolaan hutan lestari 

dan menjadikannya otentik melalui kontrak yang sah (Bhatti et al., 

2024; Imani et al., 2024); Kedua, studi yang dilakukan oleh Astra 

dan Sinar Mas Group, produsen batubara besar di Indonesia, 

menunjukkan model perancangan kerangka SCM dengan 

pertimbangan hukum dan peraturan (Ansari & Abbaspour, 2019; 

Razmjooei et al., 2023; Sim et al., 2016; Sinha et al., 2023). Grup 

telah mengintegrasikan kegiatan ekonomi, sosial dan lingkungan 

ke dalam kerangka peraturan tunggal dan secara langsung 

menghubungkan seluruh karyawannya dengan kinerja dalam 

kerangka pedoman Grup. Inisiatif seperti ini perlu disebarluaskan 

di Indonesia, untuk menghubungkan semua saluran distribusi ke 

dalam satu rantai pasokan, termasuk pemangku kepentingan, 

pemerintah, dan lingkungan sosio-ekonomi. Inisiatif semacam ini 

menawarkan solusi terhadap permasalahan hukum dan kontrak 

yang timbul selama tender dan aktivitas pengadaan lainnya. 

 

Kesimpulan 

Studi ini diakhiri dengan bukti yang menunjukkan pentingnya 

tata kelola hukum dan kontrak di seluruh rantai pasokan di 

organisasi-organisasi di Indonesia. Dengan adanya tantangan 

teknologi, transportasi dan komunikasi di pasar saat ini, semakin 

sulit untuk beroperasi tanpa kontrak hukum tertulis. Sebuah 

rantai pasok tidak lengkap tanpa perjanjian kontrak yang 

mengikat dua pihak atau lebih pada metode kepatuhan yang 

sama. Kerangka hukum tersebut berfungsi sebagai mekanisme 

untuk menjaga hubungan erat antara para pihak yang membuat 

kontrak. Hal ini juga memberikan dukungan yang efisien untuk 

sistem ERP perusahaan untuk memungkinkan penerapan proses 

yang lebih cepat di seluruh vertikal dengan lebih sedikit pelatihan 

yang diperlukan (Campos et al., 2022; Cheng & Zeng, 2024; 

Jørgensen & Pedersen, 2018; Kassam & Friedrich, 2017; Nikneshan 

et al., 2024). Oleh karena itu, rantai pasokan berfungsi sebagai 

kerangka hukum dan terintegrasi dengan sistem ERP organisasi 

atau saluran distribusi lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini 

merekomendasikan organisasi-organisasi di Indonesia untuk 

memiliki kontrak pengadaan tertulis yang kuat. 

Kontrak rantai pasokan ini membantu menyelesaikan masalah 

dan mengambil tindakan yang diperlukan. Kontrak tertulis 

mengikat secara hukum dan membantu semua pihak 

menyelesaikan masalah seperti kegagalan pengiriman, barang 

cacat, atau penundaan. Masalah garansi atau kompensasi terkait 

barang dan jasa juga akan mudah diselesaikan berdasarkan 

kontrak tertulis. Selain itu, penelitian ini memiliki implikasi kuat 

bagi para profesional rantai pasokan dan pemangku kepentingan 

eksternal/internal. Penelitian ini juga membuka arah baru di 

bidang logistik dan manajemen rantai pasok pada sektor 

manufaktur Indonesia. Misalnya, proyek SCM yang 

menggunakan teknologi informasi dapat dilakukan untuk 

mengatur masalah hukum e-commerce dan saluran distribusi 

terkait. Rantai pasokan dapat digunakan dengan metode baru 

seperti teknik cloud dan pembuatan data besar sebagai arah 

penelitian inovatif untuk penelitian di masa depan. 
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